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Abstrak

Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian
besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di
lingkungan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip
hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan Pera-
dilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan ten-
tang praktik penerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan
Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik ke-
simpulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksa-
nakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu:
partama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebanan-
nya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara
perdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian
dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepa-
da tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum
acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan
kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai
orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan
yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara
perdata.
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A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya ber-
agama Islam. Berdasarkan teori kredo atau syabadah yang menyatakan
bahwa setiap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syabadah
yang berarti sudah masuk Islam, mereka terikat untuk patuh dan
tunduk pada hukum Islam dalam segala hal termasuk dalam tata cara
berperkara di pengadilan. Ada beberapa ketentuan mengenai tata ca-
ra berperkara dalam Islam, baik yang tercantum dalam al-Quran, al-
Hadits, dan yang tercantum dalam Risdlah al-Qadld’ yang dibuat oleh
‘Umar Ibn Khaththab.

Kalau menganut teori kredo tersebut, mestinya ketentuan-
ketentuan hukum acara tersebut sudah dilaksanakan di Indonesia
khususnya di Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan untuk
orang-orang Islam dengan para hakim dan para petugas yang
beragama Islam pula. Akan tetapi berdasarkan ketentuan undang-
undang, Peradilan Agama, selain menggunakan hukum acara yang di-
atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;. Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga harus menggunakan hu-
kum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang tidak
didasarkan pada aturan Islam khususnya dalam masalah pembuktian
dan sumpah. Oleh karena itu, penulis akan mencoba meneliti bagai-
mana penerapan hukum acara Islam di lingkungan Peradilan Agama.

B. Prinsip Hukum Acara dalam Peradilan Islam

Kata prinsip berasal dari bahasa Inggris principle sama dengan
basic." Menurut bahasa Arab ialah a/-mabda’ yang artinya tempat pet-
mulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak.” Kata prinsip yang di-
maksud di sini adalah kebenaran universal yang inheren dalam per-
adilan Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.’

Kalau kita mau membicarakan prinsip peradilan dalam Islam,

maka alangkah baiknya kita merujuk pada prinsip-prinsip hukum

U AS Hornby, Oxford Advanced 1earner’s Dictionary Of Current English (t.t.:
Oxford Univercity Press. 1994), Fourt Edition, hlm. 988.

2 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukwm Islam (Bandung: Pusat Penerbitan
Universitas, LPPM UNISBA. 1995), hlm. 69.

3 Ibid.
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Islam secara universal seperti dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yang
terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, ‘amar ma‘rif nabyi munkar, al-
burriyyah, al-musiawab, al-ta‘awnn, dan al-tasamub.* Nampaknya prinsip-
prinsip tersebut bisa diterapkan dalam peradilan Islam yang rincian-
nya sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menyatakan bahwa manusia ada di bawah suatu
ketetapan yang sama yakni mengesakan Tuhan yaitu Allah SWT.
dalam arti hanya Dialah yang harus ditaati hukum-hukumnya. Berda-
sarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah
dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada
Allah SWT sebagai manifestasi pengakuan atas ke-Maha-Esaan-Nya.’
2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sangat relevan dengan lembaga peradilan,
karena tujuan orang datang ke pengadilan tiada lain untuk menuntut
keadilan yang merasa sudah dirampas orang lain. Allah SWT meme-
rintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Perintah ini
terutama ditujukan kepada mereka yang diberi tugas memegang
kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan, se-
perti para pemimpin, para hakim, wufti, dan sebagainya. Ada bebera-
pa ayat al-Quran yang menunjukkan hal itu, di antaranya dalam surat
al-Maidah ayat 8 dan surat ke al-An‘am ayat 152.
3. Prinsip ‘amar ma‘rif nahyi munkar

Kelanjutan dari dua prinsip tauhid dan keadilan ialah ‘amar
ma'riif nabyi munkar yakni memerintah kebaikan dan melarang keja-
hatan. ‘Awmar ma‘rif diartikan dengan fungsi social engineering dalam fil-
safat hukum Barat, dan nabyi munkar sebagai social control-nya. Atas
dasar prinsip inilah maka dalam hukum Islam ada perintah dan la-
rangan yang terkenal dengan al-abkdm al-kbamsab, yakni wajib, haram,
sunnah, makruh dan mubah. Prinsip ‘amar ma’rif nabyi munkar ini di-
dasarkan pada firman Allah SWT surat Ali-‘Imran ayat 110.

*Ibid., hlm. 78

SAnonimous, Al-quran al-Karim Wa Tarjamatu Ma'anihi Bi al-lughat al-
Indunisiya/ Tarjamatu Majma al-Malik Fabd Lithiba'ati al-Mushaf al-Syariif (Al-Madinah
al-Munawwaroh: t.pn. 1418 H), hlm. 168.
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Pada dasarnya perintah ‘amar ma‘rif nabyi munkar kepada selu-
ruh umat manusia yang beriman hukumnya sunnah, tetapi kepada
orang-orang yang ditugasi untuk itu hukumnya wajib. Dalam Peradil-
an Islam ada wilayah (lembaga) bisbah yang dipimpin oleh Mubtasib.
Tugas dari mubtasib ita adalah ‘amar ma‘rif nabhyi munkar. Oleh karena
ita, ‘amar ma‘rif nahyi munkar bagi muptasib hukumnya wajib.

4. Prinsip al-Musdwah (persamaan)

Prinsip persamaan ini didasarkan pada firman Allah SWT
dalam surat al-Hujurat ayat 13. Persamaan di depan pengadilan me-
rupakan prinsip hukum acara dalam peradilan di masa ‘Umar bin
Khaththab, sehingga dalam suratnya kepada Abt Musa al-Asy‘arl
beliau berkata: ‘“Perlakukanlah sama manusia (para pihak) di
majelismu, di hadapan kamu dan dalam putusanmu, sehingga orang
mulia tidak akan tamak akan kecuranganmu dan orang yang lemah
tidak akan putus asa dari keadilanmu”.

5. Prinsip Ta‘dwun (Tolong-menolong)

Ta'd@wnn berarti tolong-menolong atau bantu-membantu antara
sesama manusia. Tolong-menolong ini diarahkan sesuai dengan prin-
sip tauhid, yakni dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam
surat al-Maidah ayat 2 dan surat al-Mujadalah ayat 9.

Pelaksanaan tugas hakim di pengadilan pada hakikatnya harus
dilandasi dengan tolong-menolong sesama manusia. Para pihak yang
berperkara datang ke pengadilan untuk menuntut atau memperta-
hankan haknya yang sudah dirampas orang lain. Karena itu hakim
harus memenubhi keinginan para pihak dengan membatu mereka apa
yang mereka perlukan untuk memperlancar jalannya persidangan.

6. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (al-Hurriyyah)

Kebebasan dalam Islam dijamin, baik kebebasan individual
maupun kebebasan secara kolektif. Tujuan utama penyematan ke-
merdekaan kepada badan peradilan adalah agar para pejabat fungsio-
nal yakni para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-
benar dapat menegakkan hukum dan keadilan, karena hanya peradil-
an yang bebas dan merdekalah yang dapat diperkirakan menegakkan
hukum dan keadilan yang hakiki dan dapat menjamin tegaknya nega-
ra hukum.
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Prinsip-prinsip peradilan yang sudah dikemukakan di atas se-
benarnya juga merupakan prinsip dalam hukum acaranya ditambah
dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam rislah al-Qadla’ yang di-
buat oleh ‘Umar bin Khaththab. Risdlah al-Qadla’ atau Risilah Umar
seperti yang dkemukakan Atur al-‘Amrusy,” atau Dustir al-Qadli’ se-
perti dikemukakan ‘Athiyah Musyrifah’ dan Muhammad al-
Hafnawy,’ atau Kitib Umar Fi al-Qadli’ seperti dikemukakan oleh
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah” dan Muhammad bin Isma’il al-Kahlany
adalah Risdlah (sepucuk surat) yang berisi petunjuk bagi para hakim
mengenai tata cara menghadapi dan menyelesaikan perkara di
pengadilan.

Risdlah tersebut ditulis oleh ‘Umar bin Khaththab, dan di-
sampaikan kepada AbG Musa al-Asy‘ari yang bernama asli ‘“Abdullah
bin Qays qgadli di daerah Koufah, dan kepada Abu ‘Ubaydah bin al-
Jarrah qadli di daerah Syam,"” kemudian disebarluaskan kepada
seluruh gadli yang diangkat ‘Umar. Para ahli menerangkan risdlah itu
dengan bermacam-macam, salah satunya seperti yang disampaikan
Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah dalam I/am al-Muwaqqi‘in yakni risilab al-
Qadli’ yang disampaikan kepada Abt Miusa al-Asy‘ari, sebagai
berikut
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SAtur Al-Amrusy, A-Tasyri’ wa al-Qadha fi al-Islam (t.t.: Muassasah Syabab
Al-Jami’ah. 1984), hlm. 2.

7“Athiyah Musyrifah, Ak-Qadha’ Fi al-Iskim, (tt.: Syarikat al-Syarqu al-
Ausath, 1966), hlm. 96.

SMuhammad Al-Hafnawy, Ushil al-Tasyri’ Fi al-Mamlakat al-‘Arobiyyah al-
Su’iidiyyah (t.t.: t.pn. t.th.), hlm. 127.

O Ibn al-Qayim Al-Jauziyah, I'lim al-Muwaqqi'in, ‘An Rabb al-‘Alamin,
(Beirut: Dar al-Fikr. t.th), Juz I, hlm. 86.

1"Muhammad Al-Hafnawy, Ushil al-Tasyri’. hlm. 126.
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Sedangkan risdlah Qadla’ Umar yang disampaikan kepada Abt
‘Ubaydah bin al-Jarrah adalah sebagai berikut:"
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Apabila disimpulkan dari kedua risdlah yang disampaikan
‘Umar itu terdapat beberapa prinsip dalam menyelenggarakan pert-
adilan yaitu: Keharusan menyelenggarakan peradilan karena didasar-
kan pada ketentuan yang tegas dari al-Quran dan al-Sunnah; Hakim
harus bisa memahami perkara apabila perkara itu diajukan kepada-
nya; Hakim harus mempersamakan para pihak di hadapannya; Pem-
buktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan ke-
pada tergugat yang menolak gugatan; Hakim harus memberi tempo
untuk membuktikan pada pihak yang mengaku mempunyai hak pada

" Sulaiman Muhammad al-Tumawi, Uwmar Ibnn al-Khaththib Wa Ushil al-
Siydsah Wa al-1ddrah al-Haditsah. (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobiy. 1969), hlm. 333.
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orang lain; Hakim boleh mengadakan perdamaian di antara para
pihak yang berperkara; Orang-orang Islam dianggap adil untuk men-
jadi saksi bagi sesamanya, kecuali orang yang pernah dijatuhi hukum-
an had (qadzaf), orang yang melakukan saksi palsu, orang yang diragu-
kan kehambaannya, dan orang yang diragukan keturunannya; Hakim
boleh melakukan peninjauan kembali; Hakim harus berijtthad dalam
masalah yang tidak ada dasar hukumnya dari al-Quran dan al-sun-
nah, diantaranya dengan menggunakan qiyas; Hakim tidak boleh ma-
rah, sedih, kacau pikiran, menyakiti para pihak dan sebagainya dalam
memutuskan perkara; Hakim harus mendekati orang yang lemah
supaya bisa berbicara jelas dan ada keberanian dan Hakim harus
memelihara hak orang asing.

C. Prinsip (Asas) Hukum Acara Peradilan Agama
Menurut pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo

Undang-undang Nomor 3 Tahun 20006, jo Undang-undang Nomor
50 tahun 2009, dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di
lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di
lingkungan Peradilan Umum kecuali yang tercantum dalam Undang-
Undang ini. Ini menunjukkan betlakunya asan Lex Specialis Derggot
Legi Generalis yang maksudnya: Aturan yang khusus bisa mengesam-
pingkan aturan yang umum. Hukum acara yang berlaku di lingkung-
an Peradilan Umum bersumber pada beberapa peraturan perundang-
undangan di antaranya pada HIR, R.Bg, R.Sv, BW, dan sebagainya
yang mempunyai asas-asas seperti yang diungkapkan Ahmad Muja-
hidin yang membaginya ke dalam 4 bagian yaitu: Asas Umum Per-
adilan Agama, Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama, Asas
Penyelesaian Perkara Perdata Agama, dan Asas Kedudukan Pejabat
Peradilan Agama, yang rinciannya adalah sebagai berikut'*:
1. Asas Umum Peradilan Agama

Asas ini terdiri dari: Asas Bebas Merdeka, Asas Sebagai Pelaksana

Kekuasaan Kehakiman, Asas Ketuhanan, Asas Fleksibilitas Atau

Speedy Administration Of Justice, Asas Non Ekstra Yudisial, Asas

Legalitas, Asas Legitima Persona Standi In Y udicio, Asas Ultra Pertium

12Ahmad Mujahidin, Pembabaruan Hukum Acara Peradilan Agama (Bogor:
Ghalia Indonesia. 2012), hlm. 31-48.
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Partem, Asas Audi Et Alteram Partem, Asas Unus Testis Nulus Testss,
Asas Actor Squitur Forum Rei, Asas Actor Squitur Forum Rei Sitai.

2. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama
Asas ini terdiri dari: Asas Personalitas Keislaman, Asas Ishlah
(Upaya Perdamaian), Asas Persidangan yang terbuka untuk
umum,Asas Eguality, Asas aktif Memberi bantuan, Asas Ratio
decidendi (Pertimbangan Hukum), Asas memberi bantuan antar
Pengadilan,

3. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama
Asas ini terdiri dari: Asas ketentuan Formal, Asas Beracara dike-
nakan biaya, Asas Hakim aktif dalam Pemeriksaan, Asas Judex Ne
Pralebat Ex Officio (Inisiatif dari pihak yang berkepentingan) atau
Asas Nemo, Yudex Sine Actor (Tidak ada tuntutan hak, maka tidak
ada Hakim), Asas Infer Partes dan atau Erga Omnes, Asas Retroaktif
dan atau Prospektif, Asas Lex Superior Derogat 1egi Inferiori, Asas
Lexc Specialis Derogat 1egi Generalis, Asas Lex Posterior Derogat 1egi
Priori, Asas mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak
terulis, Asas Kepatutan, Keadilan, Kepentingan Umum, dan Ke-
tertiban Umum,

4. Asas Kedudukan Pejabat Peradilan Agama
Asas ini terdiri dati: Asas kedudukan Hakim, Asas Ins Curia Novit,
Asas Integritas Hakim, Asas Independensi Hakim, Pengawasan
internal dan Eksternal Hakim, Asas /local Wisdom, Asas Afemo
Yudex Indonens in Propia Cansa (Pengunduran diri bagi Hakim
dalam persidangan).

Di samping asas-asas di atas, ada lagi beberapa asas yang perlu
penulis kemukakan yaitu: mendengar kedua belah pihak, kebenaran
formal, pemeriksaan dalam dua instansi, tidak menerima kesaksian
sebagian orang, musyawarah hakim, pengawasan putusan pengadilan
lewat kasasi,

D.Penerapan Prinsip Hukum Acara Islam dalam Praktik
Litigasi di Peradilan Agama

Adapun penerapan prinsip tersebut dalam pelaksanaannya di
Pengadilan Agama bisa dijelaskan dalam uraian sebagai berikut:
1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid direalisasikan dengan adanya asas ketuhanan,
asas personalitas keislaman, dan asas mengadili berdasarkan hukum
Islam di lingkungan Perdadilan Agama.
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2. Prinsip Mempersamakan antara Para Pihak di depan
Hukum (al-Musiwah) dan Prinsip Keadilan.

Prinsip ini dalam hukum acara Peradilan Agama direalisasikan
dalam berbagai asas yakni asas legalitas dan asas audi et alteram partem
menurut Ahmad Mujahidin, atau asas legalistis dan asas eguality me-
nurut Yahya Harahap, atau asas objektifitas, asas hakim tidak me-
mihak, dan asas mendengar kedua belah pihak menurut yang lainnya.
3. Prinsip Ta’dwun (Saling Membantu)

Prinsip ini ditunjukkan dalam bunyi isalah untuk Abu
Ubaidah:

85 s JU 10 86 Co A el B G Sl badh s Gl 03 2

Py B s e Uy LT ) Sy s
Dalam  risdlah Qadli’ Umar yang diberikan kepada Abu
Ubaidah ini, ia mengkhususkan pembicaraan yang mengingatkan
para hakim untuk membantu orang-orang kecil yang lemah, dan
orang asing, agar mereka bisa bicara secara lancar, dan mempunyai
keberanian dalam mengemukakan masalah yang menjadi haknya. Hal
ini ditekankan, karena biasanya orang-orang yang lemah, apalagi bila
mereka sama sekali tidak mengetahui tata cara berperkara, dan juga
orang asing atau yang sedang berada di perantauan, sulit dan segan
berbicara di hadapan hakim, sehingga mengakibatkan haknya akan
lepas begitu saja karena ketidak beraniannya itu. Akibatnya akan me-
nimbulkan penyesalan yang sangat mendalam, karena tidak bisa
membela haknya, dan kembali kepada keluarganya dengan tangan
kosong. Prinsip ini dalam hukum acara Peradilan Agama direalisasi-
kan dalam asas aktif memberi bantuan, asas memberi bantuan antar
pengadilan, dan asas hakim aktif dalam pemeriksaan.
4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan (A/-Hurriyyah)
Prinsip kemerdekaan atau kebebasan dalam risdlah al-Qadld’
ditunjukkan dalam point risalah yang menyatakan bahwa hakim diberi
kebebasan untuk berijtthad dalam memutuskan perkara, dan hasil
ijtthad seorang hakim tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain, bah-
kan oleh hasil ijjtthadnya sendiri di lain waktu, sehingga apabila hasil
jjtihadnya yang dilakukan di waktu menjatuhkan putusan yang perta-

BSulaiman Muhammad Al-Thumawi, Umar Ibnu al-Khaththib. hlm. 333.



278 | ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015

ma ternyata berbeda dengan hasil ijtthadnya pada putusan di kemu-
dian hari, maka hasil ijtthadnya yang kedua itu tidak boleh terhalang
untuk dilaksanakan karena adanya perbedaan dengan hasil ijtihadnya
yang terdahulu. Ini tercermin dalam point keenam Risdlah al-Qadhi’
yang dibuat untuk Abu Musa Al- Asy ari yang berbunyi :

uLe ‘_,;L\w@fu\fijww@\ wwﬁrj.JW;waj
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Prinsip kemerdekaan atau kebebasan dalam Peradilan Agama
direalisasikan dalam asas bebas merdeka dan asas independensi ha-
kim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga
kemandirian dan kebebasan dari segala campur tangan pihak lain ter-
masuk campur tangan dari kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan
dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial,
kecuali yang diizinkan oleh undang-undang.

Untuk menunjang asas ini, maka dilahirkanlah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Pasal
10 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-
pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memindahkan pengaturan admi-
nistrasi, organisasi dan finansial dari departemen yang membawahi
masing-masing lingkungan peradilan ke bawah Mahkamah Agung
menjadi satu atap. Jadi setelah ada Undang-undang ini yang direali-
sasikan 5 tahun kemudian, jelasnya pada bulan Agustus tahun 2004,
segala hal yang menyangkut peradilan baik masalah teknis fungsional
yudikatif maupun administrasi, organisasi dan finansial untuk semua
lingkungan peradilan di Indonesia, diatur oleh Mahkamah Agung.
Dengan demikian maka tidak ada campur tangan pihak eksekutif lagi
terhadap lembaga yudikatif ini.

5. Prinsip Pembuktian

Ketentuan mengenai pembuktian seperti yang tercantum

dalam risdlab al- Qadla’ yang diungkapkan dalam 2 point yaitu:

Sl e Gl (celeps) i3 oo &
Selain ungkapan tersebut di atas, diungkapkan juga dalam
ungkapan sebagai berikut:

Sl Oy iz a5 00 ) ogil AT A & B0 B 5T LB Bs 223 o
el sy Adl) AT gk G5 O £ad) sladlsan) B
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Dalam pelaksanaannya di lingkungan Peradilan Agama pada
umumnya dan di Pengadilan Agama yang penulis teliti pada khusus-
nya, belum dilaksanakan sepenuhnya karena masalah pembuktian di
lingkungan Peradilan Agama melaksanakan ketentuan yang tercan-
tum dalam HIR, R.Bg. BW. dan lain-lain yang menjadi sumber hu-
kum acara perdata di lingkungan peradilan umum. Dalam ketentuan
tersebut dinyatakan bahwa baik pembuktian maupun sumpah dibe-
bankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Jadi, baik Peng-
gugat maupun Tergugat yang menolak gugatan, kedua-duanya harus
membuktikan, Penggugat harus membuktikan kebenaran gugatannya
kalau ada penolakan dari Tergugat, dan Tergugat yang menolak gu-
gatan harus membuktikan penolakannya. Begitu pula dalam masalah
sumpah, kedua belah pihak bisa disumpah apabila diminta oleh pi-
hak lain, atau diminta oleh hakim. Ini berbeda dengan ketentuan da-
lam risilah al- Qadli’ yang menentukan bahwa kewajiban untuk mem-
buktikan dibebankan kepada Penggugat apabila Tergugat menolak
atas gugatannya, sedangkan kewajiban bersumpah dibebankan kepa-
da Tergugat yang menolak gugatan. Jadi walaupun pada Tergugat ada
bukti atas penolakan gugatan, hal itu tidak bisa memenangkan per-
kara apabila dia tidak mau disumpah.

6. Prinsip Perdamaian

Adapun prinsip perdamaian yang dalam risilab al- Qadla’
diungkapkan dalam:

Wis g i s gsf sl §) caledd G 3ls slaly

Prinsip ini direalisasilkan dalam asas Ishlah (upaya mendamai-
kan).

7. Prinsip Tidak Terikatnya Hakim dengan Putusannya yang
Terdahulu

Prinsip tidak terikatnya hakim dengan putusannya yang tet-
dahulu dlungkapkan dalam ma/a/] al- Qﬂd/a dengan

‘d;‘ L;\ J.’ u\ J-XMJ-S MM) J.:\) w g_,do-fé cu«ﬁYL’ w ;Lm M Y}

Lo W st g e el Basg s alay¥ 28 5 Bp

Seorang hakim harus berijtihad dalam memutuskan perkara.

Dan jika ia merasa keliru dalam memutuskan perkara yang sudah
lalu, janganlah merasa malu untuk meninjau kembali terhadap pen-
dapatnya. Apabila ada perbedaan hasil ijtthad yang lalu dengan hasil



280 | ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015

jjtihad di kemudian hari, maka hasil ijtthad yang lalu itu tidak bisa
dibatalkan, tapi dua-duanya harus dijalankan. Hal seperti ini pernah
dialami oleh Umar bin Khaththab dan Umar sebagai Amir al-mu’-
minin menganggap kedua hasil ijtihadnya itu adalah benar pada
saatnya dan kedua-duanya harus dilaksanakan. Hasil ijtihad yang per-
tama tidak bisa dibatalkan dengan hasil ijtihadnya yang kedua, begitu
juga sebaliknya. Maka dengan demikian para pemimpin Islam sesu-
dahnya juga melakukan hal yang sama. Dalam hal seperti ini berlaku
kaidah figh yang berbunyi : 14;1@5;.‘;9 iy ey

Lingkungan Peradilan Agama telah merealisasikan prinsip ini
dengan upaya hukum terhadap putusan pengadilan, baik upaya
hukum biasa yang terdiri dari verzet, banding dan kasasi, maupun
upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali terhadap putusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Prinsip Tidak Diterimanya Kesaksian Sebagian Orang

Prms1p ini dalam risalah al-Qadli’ terdapat dalam teks:

\M.Ja j‘ c.b- & \sjl; j‘ c)j) ob\.@.«: 4.\1.9 bjf'- Y\ up;u Ji»..z-\ﬁ_u Jjj:c ‘)}‘*‘L““‘J\J
g»\.;;;ﬂf YPJ.\;\ reile g ol Ji sl wnsywj HESG u;a cy\ﬁ\%‘yj &
o5
Kesaksian sangat diperlukan dalam persidangan untuk mem-
buktikan kebenaran gugatan. Karenanya diperlukan orang-orang
yang adil untuk menjadi saksi.Menurut risalah Umar, orang Islam
adalah orang yang adil untuk menjadi saksi bagi orang Islam lainnya.
Akan tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan, yaitu: Orang yang
pernah melakukan saksi palsu, orang yang pernah dikenai hukuman
had karena menuduh zina, dan orang-orang yang diragukan keham-
baan dan keturunannya.
Larangan untuk menjadi saksi ini terdapat juga dalam hukum
acara perdata yaitu dalam Pasal 145 HIR/172 R.bg, dan Pasal 146
HIR/174 R.bg, juga Pasal 1910 dan Pasal 1912 BW. Dalam pasal-
pasal tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai orangnya yaitu: a)
Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis
lurus; b) suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka

14Muhammad Shidqi bin Ahmad Al-Burnu, A/~Wajiz Fi Idbah Qawa’id Al-
Figh Al-Kulliyat (Beirut: Mu’asah Al-Risalah. 1983), him. 259.



Aah Tsamrotul Fuadah, Penerapan Prinsip Hukum Acara... | 281

bercerai; ¢) anak yang umurnya tidak diketahui dengan pasti telah
berumur 15 tahun; d) Orang-orang gila, walaupun sekali-sekali me-
reka dapat berpikir sehat. Namun demikian, anggota keluarga se-
darah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai
status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian ketja,
untuk mana mereka dipandang cakap (wiet onbekwaam). Hak untuk
mengundurkan diri sebagai saksi dalam perkara-perkara tesebut
dalam ayat sebelumnya, tidak berlaku bagi orang-orang yang disebut
dalam Pasal 146 ayat 1 dan 2 (BW. 1910, 1912). Selain itu, Pengadi-
lan Negeri berwenang untuk mendengar anak-anak seperti tersebut
dalam ayat 1 di atas, dan juga orang gila yang kadang-kadang schat
pikirannya tanpa disumpah, akan tetapi keterangan-keterangannya
hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Pasal 146 HIR/174 Rbg. menyatakan bahwa: “Yang dapat
mengundurkan diri dari pemberian kesaksian-kesaksian (BW.1909)
adalah saudara laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak, keluar-
ga sedarah dalam garis lurus dan saudara-saudara kandung dari suami
atau istri salah satu pihak, mereka yang karena kedudukan, pekerjaan
atau jabatan yang sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya
semata-mata dan melulu menyangkut hal-hal yang oleh ilmu penge-
tahuan dipercayakan kepadanya”.

Khusus dalam perkara perceraian karena alasan syigaq yang ter-
jadi di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang
yang dekat kepada suami isteri bisa diterima sebagai saksi, bukan
sekedar pemberi keterangan. Hal ini tergambar dalam Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
yang berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan
sylqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar
keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga”.

9. Ketenangan Pikiran dalam Memutuskan Perkara

Seorang hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan
marah, sedih, gelisah, kacau pikiran, dan keadaan-keadaan lainnya
yang akan mempengaruhi putusannya di persidangan. Dengan kata
lain seorang hakim dalam memutuskan perkara harus dalam keadaan
pikiran yang jernih dan tenang, sehingga putusannya betul-betul
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mencerminkan keadilan yang diharapkan. Prinsip ini terdapat dalam
point terakhir dari risdlah al- Qadla yang bunymya
olse e B saptel dte Ky A oy s sl s g
M&R}S”\L}"“ Mﬁ-w.fﬂ\m&&;}ﬂmw%ﬁ /:/;’;L\
o 5 lazgll 0p a8l o8 1 I T G s U G A ol S
AL oi‘}"‘jé-?j; J;;LC RNt u\j.u B s SEG ‘>1\ sl
Hukum acara perdata mempunyai asas integritas hakim, yakni
asas yang menyatakan bahwa hakim harus memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpe-
ngalaman di bidang hukum." Asas ini bisa dikatakan sebagai realisasi
dari prinsip ketenangan pikiran di atas, sebab seorang hakim yang
berkepribadian tidak tercela, jujur, adil dan professional tidak akan
berbuat menyakiti para pihak yang berperkara, dan tidak akan ber-
sikap keras dalam mengadili para pihak. Di Pengadilan Agama yang
penulis teliti, rata-rata para hakimnya sudah berpengalaman lebih da-
ri 10 tahun, tentu saja dengan pengalaman mengadili selama itu akan
menjadikan mereka lebih arif, bijak, dan penuh integritas.
Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa prinsip
hukum acara Islam sebagian besar sudah sesuai dengan hukum acara
Peradilan Agama dan sudah dilaksanakan dalam praktik. Namun ada
dua hal yang berbeda antara keduanya yaitu sebagai berikut:
1. Mengenai Pembuktian dan Sumpah
Pembuktian dan sumpah dalam HIR/R.Bg. dan BW yang
menjadi sumber hukum acara perdata bagi lingkungan Peradilan
Umum sekaligus menjadi sumber hukum acara bagi lingkungan Per-
adilan Agama dibebankan kepada kedua belah pihak yakni penggugat
dan tergugat seperti tercantum dalam pasal 163 HIR/283 R.bg, dan
pasal 1865 BW. Pasal 163 HIR/283 Rbg. (aturan mengenai
pembuktian)'® dan dalam pasal-pasal 147, 154, 155, 156 HIR, pasal
182, 183 R.Bg, dan pasal-pasal 1929 s/d pasal 1945 BW (aturan
untuk sumpah).

15Pasal 5 ayat (2) UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
16 Krisna Harahap, Hukwum Acara Perdata,Mediasi, Class Action, Arbitrase &
Alternatif ( Bandung: Grafitri Budi Utami. 2009), Cet. Ke 7, hlm. 72
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Menurut pasal-pasal tersebut, yang harus membuktikan dan
harus disumpah itu adalah “salah satu pihak” baik penggugat mau-
pun tergugat. Jadi dalam hukum acara perdata, hakim harus memberi
beban pembuktian kepada kedua belah pihak secara seimbang.'” Hal
ini berbeda dengan pembuktian yang tercantum dalam Risdlah al-
Qadliyang mengharuskan penggugat untuk membuktikan kebenaran
gugatannya, sedangkan tergugat/tertuduh wajib disumpah apabila
menolak gugatan.

2. Mengenai Tidak Diterimanya Kesaksian Sebagian Orang

Risdlah al-Qadla’ mengatur tentang diterima dan tidak diterima-
nya beberapa orang untuk memberi kesaksian. Ini tergambar dalam
bunyi:

o b e ool gl Sl deEBVan e adtan J5k ol
oy ey Yissid agile s, el skl o 58 s &1 08 w8 51,35

Risilah Qadla’ tersebut menyatakan bahwa: Pertama, yang ha-
rus menjadi saksi bagi orang Islam itu hanya orang Islam. Kedua,
orang-orang yang pernah melakukan saksi palsu, orang yang pernah
dikenai hukuman had, dan orang-orang yang diragukan kehambaan
serta keturunannya, meskipun dia Islam, mereka tidak boleh dijadi-
kan saksi.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)/R.Bg. mengatur juga
tentang adanya beberapa orang yang tidak bisa dijadikan saksi yaitu
terdapat dalam pasal 145 dan 146 HIR/172 dan 174 RBg. atau pasal
1910 dan 1912 BW. Orang-orang tersebut adalah :

a. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak dalam garis
lurus;

b. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;

c. Anakyang umurnya tidak diketahui dengan pasti telah berumur 15
tahun;

d. Orang-orang gila, walaupun sekali-sekali mereka dapat berpikir
sehat.

1bid, hlm. 74.
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Namun anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi
saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau
mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang ca-
kap (nzet onbekwaam). Di samping itu Pengadilan Negeri berwenang
untuk mendengar anak-anak seperti tersebut di atas, dan juga orang
gila yang terkadang sehat pikirannya tanpa disumpah, akan tetapi
keterangan-keterangannya hanya dianggap sebagai penjelasan belaka.

Selain orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi, ada juga
orang yang bisa mengundurkan diri dari memberi kesaksian
(BW.1909) yaitu: pertama, Saudara-saudara laki-laki dan perempuan
dari salah satu pihak; kedua, keluarga sedarah dalam garis lurus dan
saudara-saudara kandung dari suami atau istri salah satu pihak; dan
ketiga, mereka yang karena kedudukan, pekerjaan atau jabatan yang
sah wajib menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata dan
melulu menyangkut hal-hal yang oleh ilmu pengetahuan dipercaya-
kan kepadanya.

Khusus dalam perkara perceraian karena alasan syigag yang
terjadi di Pengadilan Agama, kedudukan keluarga atau orang-orang
yang dekat kepada suami isteri bisa diterima sebagai saksi, bukan
seckedar pemberi keterangan. Hal ini tergambar dalam pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2000, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

E. Penutup

Uraian yang telah penulis kemukakan di atas menyimpukan
bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksanakan dalam praktik
di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu partama tentang pembuk-
tian dan sumpah yang pembebanannya berbeda antara hukum acara
Islam dengan hukum acara perdata, yang mana menurut hukum aca-
ra Islam pembuktian dibebankan kepada penggugat dan sumpah di-
bebankan kepada tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menu-
rut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibe-
bankan kepada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai
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orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang
berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.
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